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ABSTRAK

Hidayat Ramadhan. 105 25 0122 13. Judul Skripsi: Model Bagi Hasil Tradisi
Tesang pada Masyarakat Petani Padi diTinjau dari Hukum Ekonomi Islam
(kasus di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten
Gowa.) Dibimbing oleh SIRADJUDDIN dan MUCHLIS MAPPANGAJA.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di
Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara pelaksanaan tradisi tesang
dan kesesuaiannya dengan konsep Islam, mengetahui sebab masyarakat di
kelurahan bontomanai melakukan tradisi tesang serta mengetahui wawasan
masyarakat setempat akan ekonomi Islam khususnya dibidang pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang di-
peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan
menggunakan pola pikir deduktif. Data yang menjadi rujukan penulis adalah
Data Demografi dan Monografi Kelurahan Bontomanai 2015 serta jawaban
dari 10 Narasumber dari hasil wawancara langsung dengan para pelaku
Tradisi tesang tersebut yang meliputi ketua Rukun Warga, ketua Rukun
Tetangga dan para Masyarakat petani lainnya yang pengambilannya di-
lakukan secara acak di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan tradisi tesang jika ditinjau
dari perspektif Islam sudah sesuai dengan hukum Islam di mana ter-
penuhinya Prinsip dan Asas-asas ekonomi Islam, namun belum sesuai
dengan syarat-syarat ekonomi Islam di mana akad harus dilakukan secara
tertulis. Faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi tesang bagi pemilik
lahan yaitu adanya pekerjaan lain, usia yang sudah tua, janda, menolong
sesama (Qs. Al-Maidah ayat 2 : Dan tolong menolonglah kamu dalam me-
ngerjakan kebajikan dan takwa). Sedangkan bagi petani yaitu mencari peng-
hasilan tambahan dan tidak mempunyai lahan untuk digarap. Pengetahuan
masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai akan ekonomi Islam
khususnya di bidang kerjasama lahan pertanian sangatlah minim, terlinat dari
jawaban para narasumber akan kebenaran dan kondisi sebenarnya ketika
penulis bertanya tentang ekonomi islam.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini orang tidak
mungkin hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus
berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin
menyediakan keperluannya tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.

Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sungguh mengajar-
kan kepada ummat manusia untuk saling menolong, memahami dan
saling menghormati karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling
membutuhkan. Orang kaya membutuhkan orang miskin, yang pandai
membutuhkan yang bodoh, ada orang yang sukses dan maju karena ada-
nya orang yang lemah.

Sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyayangi diantara
manusia, membangun masyarakat dengan dasar ta’awwun (tolong me-
nolong), mawaddah (menyayangi), dan ikha’ (persaudaraan). Dalam harta
orang yang kaya, terdapat hak bagi seorang peminta dan yang mem-
butuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah bukan pemberian. Hak
tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian bagi ummat
islam." Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan

sunnatullah yang tidak bisa dihindari.

1 Abdul Sami’ Al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006), h. 37.



Hal ini seperti firman Allah swt dalam Q.S al-Maidah ayat 2:
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi ar-
syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
Jjangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan
keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan-lah sekali-kali
kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerja-
kan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam ber-
buat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.?

Istilah arab birr dalam ayat di atas mempunyai arti yang luas ter-
masuk beriman kepada allah, hari kebangkitan, para nabi, kitab-kitab dan
para malaikat. Istilah ini berarti membantu orang miskin di masyarakat,
memenuhi kontrak-kontrak dengan sepatutnya, bersabar dalam menjalani

urusan dan memberikan bantuan dalam kebijakan.?

2Departemen Agama Rl T.M. Hasbi Asshiddiqi, Al-Qur’an dan Terjemahannya,
(Semarang: PT. Tanjung Mas Inti), h. 157
3 Allamah Kamal Faqgih imani, tafsir Nurul Qur'an (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 297



Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat
hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidup-
nya memerlukan manusia-manusia lainnya yang bersama sama hidup
dalam bermassyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubung-
an satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan per-
buatan dalam hubungannya dengan orang lain.*

Soerjono Soekarto dalam bukunya Sosiologi suatu pengantar.
Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk hidup dan juga sebagai
makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. la saling tergantung satu sama
lain, karena manusia sejak lahir sesudah mempunyai hasrat atau keinginan
pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.®

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman
hidup yang menyeluruh meliputi: bidah aqgidah, yaitu pedoman pedoman
tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau keyakinan. Terutama
bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik
dalam berhubungan dengan Allah swt, dengan semua manusia, maupun
alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana se-
harusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul
antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.®

Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang

lain, manusia di tuntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan

4Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: Ull Press, 2000). h. 11

5 Soerjono Soekarto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. |; Jakarta: Rajawali, 1992),
h. 111

6Ahmad Azhar Basyir, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, Edisi Revisi
(Yogyakarta, BPFE), h.1



sehari-hari. Setiap manusia bebas dalam memilih dan mencari mata
pencaharian (pekerjaan) yang di kehendaki, dan akan memperoleh bagian
atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang
telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda,
demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di
dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis
pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah
satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor per-
dagangan dan sektor jasa, di negara manapun dan apapun jenis sistem
yang diterapkan, baik itu negara maju dan negara berkembang. Al-
Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Karena
itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengan-
nya, yaitu menanam pohon-pohonan.’

Bontomanai adalah salah satu kelurahan yang terletak di
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang mayoritas penduduk-
nya bekerja di sektor pertanian padi. Sistem pertanian yang dipakai
masyarakat sesuai dengan tradisi dan kondisi penduduk. Namun, tidak
semuan petani mempunyai tanah pertanian sendiri. Bagi petani yang tidak
memiliki tanah atau lahan sawah untuk ditanami padi mereka bekerja
mengelola lahan petani padi lainnya yang mempunyai lahan. Sistem
pengelolaan lahan sawah yang dipakai di Kelurahan Bontomanai adalah
sistem tradisi tesang atau sistem kerja sama bagi hasil.

7Sayyid Sabid, Figih Sunnah, (Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h.
133.



Sistem bagi hasil garapan sawah di Kelurahan Bontomanai ini
berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah lain pada umumnya, dalam
perjanjiannya hanya dilakukan atas dasar kekeluargaan atau kepercayaan
masing masing pihak dan akad tidak dinyatakan secara jelas tentang
waktu berlalunya akad apakah satu kali panen atau dua kali panen se-
hingga dalam hal ini baik si penggarap atau pemilik lahan bisa saja meng-
akhirinya kapan saja walaupun salah satu dari mereka tak menginginkan-
nya berakhir, juga pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan si
penggarap juga tidak jelas persentasenya.

Untuk itu, penulis mesara perlu mengangkat permasalahan ini
menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana konsep
islam dipraktekkan dalam melakukan kerja sama di bidang pertanian.
Maka dari itu penulis mengangkat tema skripsi dengan judul. “Model Bagi
hasil Tradisi Tesang pada Masyarakat Petani Padi di Tinjau dari Hukum
Ekonomi Islam (Kasus di Kelurahan Bontomanai Kecamatan

Bontomarannu Kabupaten Gowa)’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumus-

kan beberapa masalah sebagai berikut :



3.

Apakah model bagi hasil tradisi tesang masyarakat petani padi di
Kelurahan Bontomanai belum sesuai dengan konsep ekonomi
Islam?

Apakah yang menyebabkan masyarakat petani padi di Kelurahan
Bontomanai melakukan tradisi tesang ini?

Apakah wawasan masyarakat petani di Kelurahan Bontomanai
masih minim tentang Hukum ekonomi islam khususnya di bidang

sistem kerjasama bagi hasil pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka

dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1.

Mengetahui model bagi hasil tradisi tesang yang di lakukan petani
padi di Kelurahan Bontomanai dan bagaimana hukum ekonomi
islam memandang tradisi tersebut.

Mengetahui penyebab masyarakat Bontomanai dalam melakukan
tradisi tesang.

Mengetahui wawasan masyarakat petani di Kelurahan Bontomanai
tentang Hukum ekonomi islam khususnya di bilang sistem

kerjasama bagi hasil pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di

atas, maka dapat disusun manfaat penelitian sebagai berikut :



1. Bagi pembaca.

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti
terhadap permasalahan sistem bagi hasil (tradisi tesang) yang ada di
Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

2. Bagi petani.

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sisitem pertanian
yang baik menurut konsep ekonomi islam, sehingga dapat mengembang-
kan sistem pertanian di masyarakat menjadi lebih baik.

3. Bagi masyarakat luas.

Menambah wawasan secara umum mengenai perjanjian kerjasama
di bidang pertanian dan sisitem bagi hasil pertanian yang baik menurut
konsep islam.

4. Bagi pembaca.

Menambah informasi mengenai sektor pertanian terutama dengan
sistem bagi hasil sesuai konsep syariah dan mengetahui praktik tradisi
tesang pada petani padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan

Bontomarannu Kabupaten Gowa.

BAB I

TINJAUAN PUSTAKA



A. Landasan Teori

1. Sistem Bagi Hasil.

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang
orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang
akan diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang
mengikat dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi
dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud di
sini adalah memberi hasil untuk orang yang mengelola atau menanami
tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau pula

lebih rendah tergantung kesepakatan kedua belah pihak.?

1.1. Mudharabah

Secara kata bahasa, mudharabah diambil dari kalimat dharaba fil
ardh. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang.
Mudharabah dinamakan pula dengan giradh. Artinya, potongan karena
pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan
mendapat sebagian dari keuntungannya.
Dalam membahas pengertian mudharabah menurut istilah, akan di-
kemukakan beberapa pendapat para fugaha, di antaranya:

Menurut Sayid Sabiq mudhaabah adalah “Akad yang terjadi antara
dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk di-

perdagangkan dan keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama’.

8Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid XII (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1988). h. 146



Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para fugaha tentang
mudarabah yakni: “Menurut para fuqaha’, mudharabah adalah akad di-
antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan
harta yang dimilikinya kepad orang lain untuk di perdagangkan dengan
menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan
sebagainya dengan syarat yang telah di tentukan”.

Wahbah az-Zuhaily dalam buku Rozalinda Fikih Ekonomi Syariah
menjelaskan: “Mudharabah, yaitu pemilik harta menyerahkan harta
kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikan di-
antara keduanya sesuai dengan perjanjian”.®

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa mudharabah
adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan
pengusaha (mudharib), dimana pemilik modal menyerahkan modal
kepada mudharib untuk diproduktifkan. Kemudian, laba diperoleh sesuai
dengan kesepakatan

Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah dibolehkan dalam
islam berdasarkan Al-Qur’an, hadist, ijma’ dan giyas. Sebelum Nabi
Muhammad diangkat menjadi Rasul, dia telah melakukan kerjasama
mudharabah dengan Khadijah ketika berdagang di Negri Syam atau Syria.

Dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqgarah 2: 198) di jelaskan:

9Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor
Keuangan Syariah (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 206.
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Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil per-
niagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di-
tunjukkanNya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu
benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.’

Mencari karunia allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara
bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk mudharabah. Dalam hadist
Nabi diungkapkan bahwa bentuk kerjasama mudharabah merupakan

salah satu transaksi yang penuh dengan keberkatan.

@

ol gl A8 G E36: 06 Ao ol el L G
(s oo 4nle 0 ol 5) @all 9 il iy 50 LS5 dm jaad
Artinya:
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli
tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Adapun landasan ijma’ ulama tentang kebolehan mudharabah ini

adalah riwayat para jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta

10Al-Qur’an, Al-Bagarah ayat 198
11lbnu Majah, hadist nomor 2289
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anak yatim secara mudharabah. Tidak ada satupun dari mereka yang me-
ngingkarinya karena harta yang diamanahkan itu akan bisa berkembang.
Wahbah az-Zuhaily dalam buku Rozalinda fikih ekonomi syariah menjelas-
kan bahwa mudharabah digiyaskan kepada musaqah (kerja sama antara
pemilik sawah/ladang dan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut
kesepakatan).'?
Mengenai syarat dan rukun mudharabah adalah:
a. Dua orang yang berakad (al-‘aqgidain) yang terdiri dari pemodal dan
pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah
cakap hukum.
b. Sesuatu yang diakadkan (al-maqud’alaih) yang terdiri dari modal,
pekerjaan dan keuntungan
1. Modal disyaratkan, a) Uang, emas, atau perak yang di stempel
secara resmi. b) Diserahkan kepada pekerja secara tunai. c)
Jelas jumlah, jenis, dan ukurannya. d) Merupakan hak pemilik
modal, bukan barang jaminan atau piutang. e) Jelas modalnya
dan diketahui ketika akad sehingga tidak terjadi perselisihan di-
kemudian hari.

2. Pekerjaan disyaratkan, a) pengusaha bebas dalam pekerjaan-
nya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain. b)
Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat

tertentu.

12Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor
Keuangan Syariah (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 207.
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3. Keuntungan disyaratkan: a) Pembagian keuntungan harus
dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua,
sepertiga, seperempat dan sejenisnya. b) Keuntungan harus di-
pisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari
laba bukan dari modal. c) Bagian atara pemodal dan pekerja
menurut ukuran yang di sepakati. d) Keuntungan untuk dua
orang yang berakad. e) Pembagian keuntungan dilakukan
setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.

c. Lafal akad (shighat) yang terdiri dari ijab dan kabul. Tidak disyarat-
kan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian
mudharabah, seperti perkataan pemoldal, “Ambil harta ini secara
mudharabah, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga,
seperempat dan sejenisnya”. Lalu perkataan pekerja “Aku ambil,

aku ridhai dan aku terima.™

1.2. Muzara’ah

Menurut bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, yang pertama al-
muzara’ah yang berarti thart al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksud-
nya adalah modal (al-hadzar). Makna pertama adalah makna majaz dan
makna yang kedua adalah makna hakiki." Menurut istilah Muzara’ah
adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah

dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya

13Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor
Keuangan Syariah (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 210.

14 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 153.
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menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau
fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tahah.

Sedangkan pengertian muzara’ah menurut dari beberapa ahli
antara lain:

1. Sayyid Sabiq

“Muzara’ah dengan kerjasama dengan penggarapan tanah dengan
imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini
adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan
catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasil-
kannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak atau lebih sedikit
dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.™

2. Abdul Sami’ Al-Misri mendefinisikan muzara’ah yakni:

“‘Muzara’ah dengan sebuah akad yang mirip dengan akad
mudharabah, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah
pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk
diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi bedua sesuai
dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah
pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di-

pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi

15Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyah (Kapita Selekta Hukuk Islam), (Jakarta: PT.
Toko Gunung Agung, 1997), h. 130.
16 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara,2009), h. 133-134.
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kerugian, dalam arti gagal panen, maka si penggarap tidak menanggung
apapun tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan."’
3. Imam Syafii

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi’ii menjelaskan bahwa sunnah
Rasul menunjukkan bahwa dua hal tentang makna Muzara’ah yakni:
“Pertama: kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan
bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma
telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat atau pekerja untuk di-
rawat sampai berubah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik
kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil,
bahwa buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk
pekerja. Kedua: ketidakbolehan muzara’ah dengan pembagian hasil
seperempat dan sepertiga atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya
adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya
kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman
yang lain.”

Muzara’ah adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh
sebagian dari hasilnya, sedang bibit atau biji yang dipergunakan kepunya-
an pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah
dengan hasil yang diperolah dari padanya demikian yang mu’tamad dalam
Madzhab Syafi’i sebelum ulama’ Syafi'iyah membolehkan sama dengan

musaqoh (orang upahan).®

17 Abdul Sami’ Al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), h. 110.

18Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 125.
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Beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa muzara’ah
merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, dalam hal ini
adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut ke-

sepakatan bersama.

A. Dasar hukum muzara’ah

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama
antara penggarap dan pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap
adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau meng-
garap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar hukum akad

muzara’ah terdapat dalam beberapa hadist, diantaranya yaitu:

a) Dalil dalam al-Quran

Surah al-Muzammil : 20

T A Jidad (e G g DY) (A G G385
Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah...”®

Surat al-Zukhruf : 32

19Al-Qur’an, Al-Muzammil ayat 20
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Terjemahnya:
‘Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas se-
bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan.”?
Kedua ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah mem-
berikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari
rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka

bumi.

b) Dalil dalam Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

a) alu s ale Al L dl Jgu ) JB 0B aie Al a5 8 o oo

(4oda )l cluagls A oAl Leaiadd o Lge 5l (2 jf 4l cils
Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw
(barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau
diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka
boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)?’

20Al-Qur’an, Al-Zukhruf ayat 32
21Muslim, Hadlist nomor 2862
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ST e 5l e 55 Al 8 e 5 ] 4D a8
Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya
atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”
(Hadits Riwayat Bukhari)?

B. Beberapa bentuk hubungan hukum terhadap muzara’ah

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli figih, pada akhirnya
mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian,
ada beberapa sistem bagi hasil yang diakui oleh figih islam, dalam hal ini
yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, sebaliknya
Imam Abu Hanifah menganggap semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

Di bawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk muzara’ah baik yang

dilarang maupun yang dibolehkan oleh ahli figih.

1. Muzara’ah yang tidak dibolehkan

Dalam muzara’ah semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak
jelas, atau dapat meyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu
pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas ke-
lemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk muzara’ah tersebut di-
anggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli figih.

Berikut ini bentuk-bentuk muzara’ah yang dianggap terlarang:
a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil

tertentu yang harus diberikan oleh pemilik tanah, yaitu suatu syarat
22Bukhari, Hadist nomor 2340



18

yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik
tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil
panen.

Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang di-
produksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain
sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pe-
milik tanah.

Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar
aliran sungai atau di daerah yang terdapat cahaya matahari, maka
hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk
pe-ngelolaan semacam ini dianggap tidak sah karena bagian untuk
satu pihak telah ditentukan sementar pihak lain masih diragukan,
atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik sehinga ada
satu pihak yang merugi.

Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah
tersebut tetap akan menjadi miliknya sepanjang pemilik tanah
masih me-nginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya
manakala pemilik tanah menghendaki.

Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil
tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat
pertanian.

Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih
dibebankan ke-pada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak

ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini
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tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak
ketiga.

Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah
menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat alat
pertanian pada pihak lainnya.

Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya
sepuluh atau duapuluh maund gandum untuk satu pihak dan sisa-
nya untuk pihak lain.

Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang
harus di-bayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari
hasil tersebut.

Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di
kebun dan di ladang) harus dibayar oleh satu pihak sebagai

tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.?

2. Muzara’ah yang dibolehkan

b.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk muzara’ah yang dibolehkan:
Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dimana tanah milik satu
pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain,
keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh
bagian tertentu dari hasil

Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya disebab-

kan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan petanian dan buruh

23Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf,

1995), h. 286-287.
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dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan
secara proposional.

c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian,
benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang
akan diperoleh dari hasil.

d. Imam Abu Yusuf menggambarkan Muzara’ah yang dibolehkan
bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang
untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh
petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan di bayar
oleh pemilik lahan. Dan jika tanah tersebut adalah “ushri, akan
dibayar oleh petani.

e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak me-
nanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahan-
nya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil.
Jika hal itu merupakan “Ushri” ushr akan dibayar berasal dari hasil
dan jika tanah itu “kharaj”. Karaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

f.  Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj
maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan

dibayar oleh pemilik tanah.*

C. Rukun dan syarat muzara’ah
Jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara’ah me-
ngemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad di-

anggap sah. Rukun muzara’ah menurut mereka antara lain:

24Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, h. 288-289.
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a. Pemilik lahan

b. Petani penggarap.

c. Objek muzara’ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
d. ljab (ungkapan peyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (per-

nyataan penerimaan lahan untuk diolah oleh petani).?

ljab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan ke-
hendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut
sebagai pihak pertama. Sedangkan gabul adalah pernyataan atau
ungkapan yang menggambarkan pihak lain biasanya dinamakan pihak
kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.% ljab dan gabul di-
namakan sighat aqdi atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak
kedua belah pihak. Sighat aqdi memerlukan tiga urusan pokok, yaitu:

a. Harus terang pengertiannya.

b. Harus bersesuaian antara ijab dan gabul.

c. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak pihak yang
bersangkutan.?’

Secara sederhana ijab dan gabul cukup dengan lisan saja. Namun
sebaiknya dituangkan kedalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah
pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut untuk kejelasan dan meng-
hindarkan kita dari perselisihan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

bagarah ayat 282:

25Harun Masroen, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4 (Cet VI, Jakarta: PT. Ichtiar
Baru Van Hoeve), h. 1273.

26Ghufron A Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 76.

27Ghufron A Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, h. 77.
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu me-
nuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu me-
nuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulis-
kannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitoun daripada

hutangnya.?

Berdasarkan ayat ini allah menekankan agar tidak enggan
membuat alat bukti berupa tulisan, walaupun nilai transaksi itu hanyalah
kecil. Demikian pula halnya, hendaklah tidak enggan membuat alat bukti
walaupun ber-transaksi dengan kerabat atau sahabat karib.

Syarat-syarat muzara’ah

Syarat-syarat muzara’ah menurut jumhur ulama’ adalah ada yang
menyangkut orang yang berkal, benih yang akan ditanam, lahan yang
akan dikerjakan, hasil yang akan di panen, dan menyangkut jangka waktu
berlalunya akad. Untuk orang yang melakukan akad di syaratkan bahwa

keduanya harus telah baligh dan berakal, akan tetapi pada pasal 1433

KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah dewasa.

28Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282
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Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan
akad kerjasama dalam hal pertanian. Pendapat lain dari kalangan
madzhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya
bukan orang yang murtad. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad
bin Hasan Asy Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena
menurut mereka akad muzara’ah dapat dilakukan oleh orang muslim dan
non muslim termasuk orang yang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga
sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan di tanam jelas dan
menghasilkan.

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

a. Menurut adat dikalangan petani lahan itu bisa diolah dan meng-
hasilkan

b. Batas-batas lahan itu jelas.

c. Lahan itu di serahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyarat-
kan pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanianiyu, maka akad
muzara’ah tidak sah.

Sayarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

a. Pembagian panen untuk masing masing pihak harus jelas.

b. Hasil itu milik bersama orang yang berakad, tanpa ada peng-
khususan.

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah,

seperempat, sepertiga dan lain lain).
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Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam
akad sejak semula, karena akad muzara’ah mengandung makna akad
ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian

hasil panen. Oleh karena itu jangka waktunya harus jelas.

1.3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah
dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara
pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan
biaya dan benihnya dari penggarap tanah.
Perbedaan muzara’ah dengan mukhabarah hanya terletak pada benih
tanaman. Dalam muzara’ah benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan
mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap.
Ulama Syafi'iyah membedakan antara definisi mukhabarah dengan

muzara’ah, yaitu:

e L&l G 505 e & 535 e iy pa Y1 et

Artinya:
“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang di-
hasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun
muzara’ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal
dari pemilik tanah.
Ulama Syafi'iyah merinci makna muzara’ah dengan membedakan

dengan mukhabarah. Muzara’ah adalah mengelola tanah di atas suatu

yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan
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mukhabarah berasal dari kata khabara yang mempunyai arti membelah
untuk ditanami yaitu kerjasama untuk mengelola tanah diatas sesuatu

yang dihasilkannya dengan benih dari penggarap tanah.?

1.4. Musyaqah

Musyaqgah berasal dari kata saqay, yang mempunyai arti memberi
minum, musagah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah
menyebutnya dengan istilah muamalah. Tapi yang lebih dikenal adalah
musyaqah.

Secara terminologi, musaqgah didefinisikan oleh para ulama figih
sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, musaqah ialah:

dn pnida LS\)L&S\AFJ&JJJJQJ ik dedd e dic
Artinya:

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan
yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.

Menurut Ibn ‘Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, musaqgah ialah;

Lagin 5l G o L Jany 0 (I St xdo 338lae
Artinya:
“Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan di-

rawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari
hasil kebun itu”.

29http://warungekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/musagah-muzaroah-
mukhabarah.html?m=1
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Ulama Syafi'iyah mendefinisikan:

O e 35 Al 55l B e (a8 3 085 e S5 Qe
Artinya:
“Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau
pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan
hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan
petani yang menggarap”.
Dengan demikian, akad musagah adalah sebuah bentuk kerjasama antara
pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di-
pelihara dandirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.
Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah

merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan ke-

sepakatan yang mereka buat.

a. Hukum Akad Musyaqah
Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail, akad musaqah tidak di-

bolehkan, berdasarkan hadis:

il a5 03 V5 by g A5 g2 55 S 4 IS 0

Artinya:
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“Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah mengelolanya, tidak
boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat, dan
tidak pula dengan makanan yang telah ditentukan”.*

Menurut Abu yusuf dan Muhammad dan jumhur ulama membolehkan

musagah yang didasarkan pada hadis:

Oa1 Jale abus adde ) oo &l Jsmiy o Lagie d) oaiay pae 0 e

£33 4 be g e e by s

Artinya:
Bahwa Rasulullah saw melakukan kerjasama perkebunan dengan
penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan
sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR.Jama’ah). %'
b. Syarat dan Rukun Musyaqgah
Hanafiah berpendapat, rukun musagah adalah ijab dan gabul,
sedangkan jumhur ulama menyatakan rukun musaqah ada lima, yakni 1)
dua orang yang berakad, 2) objek musaqah, 3) pekerjaan, 4) bagi hasil, 5)
shighat. Adapun syarat-syarat musaqah adalah:

a. Dua orang yang berakad disyaratkan: 1) cakap hukum (ahliyah)
artinya baligh dan berakal karena akad musaqgah adalah akad
muawadhah (penyerahan) dan muamalah (saling bekerja) dalam
masalah harta, seperti akad mudharabah. Dengan demikian, tidak

sah akad musaqah dilakukan oleh orang gila dan anak anak.

30Nasai, Hadist nomor 3837
31http://viviaisyah.blogspot.co.id/2014/04/muzaraah-mukhabarah-musyaqah-
dan.html
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b. Objek musaqah harus jelas jenis tanaman dan keadaannya. Dalam

masalah jenis tanaman yang dijadikan oleh akan musaqah terjadi
perbedaan pendapat ulama. Ulama Hanafiah menyatakan,
tanaman yang dijadikan objek akad musaqgah adalah tanaman yang
dapat hidup selama satu tahun atau lebih, tanaman yang berbuah,
seperti kurma, dan anggur, apel, dan sejenisnya. Namun, ulama
Hanafiah mutaakhirin membolehkan terhadap tanaman yang tidak
berbuah jika masyarakat membutuhkan akad. Sementara itu,
Malikiyah menyatakan objek akad musagah adalah tanaman tua
dan tanaman muda (palawija), menghasilkan buah maupun tidak
menghasilkan buah, seperti anggur, kurma, tin, zaitu, sayuran,
terung dan sejenisnya.

Bagi hasil berupa buah dari pohon yang dipelihara disyaratkan
hasilnya adalah untuk dua orang yang berakad. Artinya, pemilik
lahan dan petani. Keduanya berserikat dalam memiliki hasil dari
tanaman tersebut. Tidak sah hasil tanaman tersebut diperuntukkan
sebagian untuk orang yang tidak terlibat dalam akad.

Pembagian hasil tanaman harus jelas ketika akad, seperti se-
perdua, sepertiga dan sebagainya.

Pekerjaan pengelolaan disyaratkan petani/pekerja bebas dalam pe-
kerjaannya dan diserahkan sepenuhnya kepadanya. Jika di-
persyaratkan oleh pemilik lahan dilakukan bersama, akad musaqah
menjadi batal. Disamping itu, juga disyaratkan pekerjaan petani/

pekerja hanya mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan akad
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musaqgah saja, yakni penyiraman, pemeliharaan, dan penjagaan.
Tidak boleh disyaratkan ada pekerjaan lain, seperti menggali sumur
dilahan pertanian tersebut. Jika hal ini dilakaukan, akad musaqah
menjadi batal.

f.  Akad musagah dilakaukan sebelum tanaman berbuah atau sudah
berbuah akan tetapi belum layak dipanen. Jika perjanjian musagah
dilakukan ketika tanaman sudah layak panen maka akad yang
dapat dilakukan adalah ijarah bukan musaqgah.

g. Jangka waktu perjanjian harus jelas karena akad ini hampir sama
dengan ijarah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan
Asyaibani, penetapan jangka waktu dalam musaqah bukan me-
rupakan suatu keharusan, tetapi tergantung kepada kebiasaan
tanaman.

h. Sighat, disyaratkan jelas menunjukkan makna musagah seperti
“saya minta engkau menyiram kebun saya” atau lafal yang
semakna dengan ini. Musaqgah tidak sah diakadkan dengan lafal
ijarah karena musagah dan ijarah dua akad yang berbeda.
Sementara itu, Hanabilah membolehkan akad muzara’ah, musagah
dengan lafal ijarah, yakni mengupahkan pemeliharaan tanah ber-

dasarkan bagi hasil.

c. Berakhirnya akad musaqgah
1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

2) Salah satu pihak meninggal dunia.
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3) Ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh me-

lanjutkan akad.*

2. Tradisi tesang

Tradisi tesang adalah suatu kebiasaan masyarakat di Kelurahan
Bontomanai dalam hal kerjasama bagi hasil di sektor pertanian khususnya
pada pengelolaan persawahan atau tanaman padi. Dimana Pemilik lahan
menyerahkan lahannya kepada si penggarap untuk dikelola dengan ke-
untungan bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani

penggarap.®

3. Hukum ekonomi islam

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan,
sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum
ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan
ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat
Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang di buat
oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari
masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan
individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi islam menurut
Abdul Manan adalah “sosial science which studies the economich

problems of people imbued with the values of islam” (Ekonomi islam

32Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor
Keuangan Syariah (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 226-228.
33Syarifuddin, petani, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
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adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah
ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam).3*

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum
ekonomi islam adalah norma-norma yang diilhami nilai nilai islam yang
bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah yang mengatur kehidupan
ekonomi rakyat

Karasteristik ekonomi islam mengakui ada dua tujuan yang harus
dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup
dunia dan akhirat. Dalam ekonomi islam, pelaksanaan gela bentuk
aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus
berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggung
jawaban dunia dan akhirat sekaligus.®

Secara umum nilai nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam
dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang di-
ambil dari serangkaian doktrin ekonomi islam. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan ke-

relaan yang sifatnya semu atau seketika. Kerelaan itu harus di-

ekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan

dapat dipertanggung jawabkan.
b. Asas keadilan, keadilan dapat didefenisikan sebagai suatu ke-
seimbangan atau kesetaraan individu atau komunitas. Keadilan

harus mampu menempatkan segala sesuatu dengan porsinya. Ke-

34Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan Agama (Jakarta Kencana Prenamedia, 2012). hal. 5-7.

35Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan Agama (Jakarta Kencana Prenamedia, 2012). hal. 16.
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adilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat
berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Asas saling tolong menolong dan saling membantu serta dilarang
untuk adanya pemerasan dan eksploitasi.®

Beberapa prinsip ekonomi islam dapat di tawarkan oleh para alhi,

diantaranya yaitu prinsip-prinsip ekonomi islam yang ditawarkan oleh M. A

Chondury dalam buku M Nur Rianto yang berjudul Dasar-dasar ekonomi

islam yaitu:

a.

Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang
menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhannya. Jadi
segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim akan selalu tetap
terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah swt selalu melihat apa
yang dilakukannya atau sementara konsep persaudaraan atau
yang biasa disebut dengan Ukhuwah Islamiyah memberikan makna
persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim
dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip bekerja dan produktifitas. Dalam ekonomi islam individu di-
tuntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat
produktifitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi
kemaslahatan ummat.

Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi islam yang
ketiga ini adalah pengakuan atas hak masnyarakat dan reditribusi

36 M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia,

2011), h. 13-14.
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kekayaan. Proses reditribusi kekayan yang adil ini bertujuan untuk
memeratakan kekayaan atara pihak yang kaya dan juga oleh pihak

yang miskin.*’

B. Kerangka Pikir

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah telah terdapat segala macam
aturan yang ada di dalam dunia ini termasuk aturan pada sistem ekonomi
baik yang bersifat umum seperti bagi hasil maupun yang bersifat khusus
seperti tradisi tesang di kelurahan Bontomanai. Dalam hal ini saya sendiri
sebagai peneliti akan meneliti dan menganalisa bagaimana sistem kerja-
sama bagi hasil khususnya di bidang pertanian dalam perspektif hukum
ekonomi islam, apakah sudah diketahui dan dioperasikan oleh masyarakat
petani padi di masyarakat Bontomanai? Dan bagaimana perspektif hukum
ekonomi islam terladap model tradisi tesang yang di-lakukan oleh
masyarakat petani padi di kelurahan Bontomanai? Apa yang
menyebabkan masyarakat bontomanai melakukan tradisi tesang?
Kemudian dari hasil penelitian tersebut saya akan melakukan peninjauan

kembali apakah sistem bagi hasil dan tradisi tesang yang dilakukan

Al- Quran dan As-Sunnah
Al-Quran
1. QS. Al-Maidah [05]: 02, Tolong menolong
2. QS. Al-Baqarah [02] : 198, Perniagaan
3. QS. Al-Muzammil [73] : 20, Mencari karunia allah
4. QS. Al-Zukhruf [43]: 32, Mencari rahmat allah
5. QS. Al-Baqgarah [02] : 282, Alat bukti tulisan dalam bermuamalah

As-Sunnah

1. H.R. Ibnu Majah, Mudharabah

2. H.R. Muslim, Pemamfaatan lahan
3. H.R. Bukhari, Pemamfaatan lahan
4. H.R. Bukhari, Kerja sama bagi hasil
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka lansung dan berinteraksi
dengan orang orang di tempat penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna
(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan
teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan

fakta di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dimana data di-
peroleh. Data yang digunakan dalam penelitia ini diperoleh dari orang
orang yang berperan lansung dalam tradisi tesang. Berkenaan dengan
sumber data ini peneliti menggali data dari penelitian lapangan (Field
Research) yaitu sumber data yang diperoleh dengan mengadakan
penelitian dan pengamatan lansung terhadap objek penelitian untuk mem-

peroleh data kongkrit tentang masalah yang diteliti.


https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
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B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah, Ketua Rukun Warga (RW),
Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Bontomanai dan para
Masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai.

Alasan subjek penelitian yang pertama Ketua Rukun Warga (RW)
Bontomanai adalah karena salah satu tugas Ketua Rukun Warga (RW)
ialah melakukan pembinaan kepada masyarakat. Yang dalam hal ini
Ketua Rukun Warga (RW) yang paling mengerti akan kondisi masyarakat
Bontomanai.

Alasan subjek penelitian yang kedua Ketua Rukun Tetangga (RT)
adalah karena Ketua Rukun Tetangga (RT) salah satu orang yang mem-
punyai pendekatan serta memahami kondisi warga Kelurahan Bontomanai
secara mendalam.

Alasan subjek yang ketiga Masyarakat Petani Padi karena
Masyarakat Petani Padi itu sendiri selagi pelaku dalam tradisi tesang

tersebut.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan selama 2 (dua) bulan yakni pada
tanggal 13 Mei hingga 13 Juli 2017. Adapun lokasi penelitian ini bertempat

di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor

penting demi keberhasilan penelitian, Metode Pengumpulan Data me-

rupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.

Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah

observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.

Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan
angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai
fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila
penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses
kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak
terlalu besar. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain
seperti lembar cek list, buku catatan, kamera photo dan lainnya.
Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul
data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.
Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya di-
lakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin meng-
gunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada
sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai pe-
ngumpul data (umumnya penelitian kualitatif).

Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara

tidak terstruktur, apabila mengacu pada pendapat Arikunto,”
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pedoman wawancara yang tidak terstrutur yaitu pedoman
wawancara yang memuat garis besar yang ditanyakan.” Maka
kreativitas peneliti dalam bertanya sangat menentukan perolehan
data.

3. Dokumentasi, merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk me-
nyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang
akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari
karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.
Dalam hal ini dokumentasi yang dibutuhkan ialah segala dokumen-
dokumen dan foto-foto yang menyangkut sistem kerjasama bagi

hasil dalam masyarakat petani padi.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan
antar fenomena yang diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta
penekanannya pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-

cara berpikir formal dan argumentatif.
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Tradisi tesang Masyarakat Mufakat

1. Tidak mempunyai Kepercayaan Disepakati kedua

lahan (petani menggarap belah pihak

penggarap)
Kondisi ) - ) )

2. kesibukan (pemilik | Pemamfaatan Disepakati kedua
sebenarnya _

lahan) lahan belah pihak

3. usia yang sudah Disepakati kedua

tua (pemilik lahan) Kerjasama bagi belah pihak

hasil

4. janda (pemilik Disepakati kedua

lahan) Tolong menolong | belah pihak
Keinginan Melestarikan tradisi Menciptakan Perjanjian
penulis yang telah di lakukan | kedekatan dan (Muamalah) di

turun temurun

keharmonisan

masyarakat

tuangkan dalam
tulisan

(pencatatan)

BAB IV




40

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bontomanai adalah sebuah kelurahan yang terletak di Jalan Poros
Malino, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa + 8 km dari Kota
Sungguminasa, dimana 34,04 dari totoal penduduk 1.164 bekerja di sektor
pertanian.® Penduduk masyarakat Bontomanai yang yang mempunyai
keahlian dalam pertanian tidak semuanya mempunyai lahan untuk mereka
garap, kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan lahan dari orang
lain yang tidak terurus lagi yang kemudian memintanya untuk mereka

garap dengan menggunakan tradisi tesang®

B. Model Bagi Hasil Tradisi Tesang di Kelurahan Bontomanai

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan
bagi hasil pada tradisi tesang yang terjadi di Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, terlebih dahulu penulis akan
menggambarkan alur dari tradisi tesang tersebut, menyebutkan tentang
sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan perjanjian
tradisi tesang, subjek dan objek perjanjian tradisi tesang serta jangka
waktu perjanjian tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan

Bontomarannu Kabupaten Gowa.

1. Alur Perjanjian Tradisi Tesang

38 Data Demografi dan Monografi di Kelurahan Bontomanai 2015
39Syamsuddi, pemilik lahan, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni
2017
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a) Awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu

b)

inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak si penggarap, baik itu
disengaja maupun tidak disengaja, yang tujuannya mengadakan
akad baik secara lisan sebagai contoh :

Pemilik lahan” saya mempunyai sawah dibelakang rumah saya,
tetapi saya sibuk dan tak mempunyai banyak waktu untuk
menggarap sawah tersebut. Kalau bapak tak keberatan maukah
bapak bekenan mengelola sawah saya dan nanti masalah ke-
untungan kita bagi seperdua untuk saya dan seperdua untuk bapak
(tradisi tesang)”

Petani penggarap: “iyya pak, saya bersedia dan Insya Allah saya
sanggup untuk menggarap sawah tersebut”

Jika petani penggarap yang meminta contoh:

Petani penggarap” bolehkah saya menggarap tanah bapak dengan
sistem tesang, karena pada saat ini saya juga tidak mempunyai
pekerjaan. hasilnya panen (keuntungan) kita bagi dua.

Pemilik lahan” ohhh iyyah silahkan, lagian lahan saya tidak bisa
saya urus lagi kerena sy sudah tua/sangat sibuk

Setelah mengadakan pertemuan dan melakukan perjanjian atas
kesepakatan yang telah diambil, kemudian kedua belah pihak
bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya.

Penggarap melakukan penanaman dan pengelolaannya sampai

siap panen.
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Hasil panen dikumpulkan menjadi satu (dikumpulkan ditempat
penggilingan padi).

Sebelum dibagi hasil penennya petani penggarap akan mengeluar-
kan beberapa karung gabah untuk diberikan kepada si penggarap
sebagai ganti bibit dan ongkos kerja selama penggarapan
berlansung, kadangkala pula hanya lansung dibagi seperdua untuk
pemilik lahan dan seperdua untuk si penggarap tanpa mengeluar-
kan ongkos penggarapan sawah, semuanya tergantung pada ke-

sepakatan awal pada saat melakukan perjanjian (persetujuan).*

Alasan yang menjadi sebab mereka melakukan tradisi tesang, yaitu

sebagai berikut:

a) Bagi pemilik lahan

1.

4.

Karena adanya pekerjaan lain, sehingga tidak mempunyai banyak
waktu untuk megurus lahan. Meskipun sebenarnya bisa meng-
garapnya sendiri.

Karena usia yang sudah tua sehingga tidak mempunyai tenaga
yang cukup untuk menggarap lahan sendiri.

Karena tidak mempunyai suami lagi (janda) dan tidak sanggup
untuk menggarap lahan sendiri.

Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap*'

b) Bagi petani penggarap

2017

2017

40Alimuddin, pemilik lahan, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni

41Syamsiah, pemilik lahan, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni
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1. Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimiliki
hanya sedikit.

2. Karena tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mempunyai
keahlian, sehingga menerima lahan orang lain untuk digarap.*?
Tradisi tesang yang terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan

Bontomarannu Kabupaten Gowa menurut para pelaku di objek penelitian
khususnya si pemilik lahan berpendapat bahwa tradisi tesang ini sangat
menguntungkan karena tak perlu mengeluarkan tenaga dan modal,
mereka hanya tinggal menerima hasil panen. Begitupun yang di katakan
oleh para penggarap bahwa tradisi tesang membantu kehidupan per-
ekonomian mereka karena walaupun tak mempunyai lahan yang jika di
beli akan sangat mahal tetapi mereka bisa bercocok tanam dan meng-
hasilkan upah yang lumayan dari hasil panen yang dibagi dengan si pe-

milik lahan

2. Jangka waktu perjanjian

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya perjanjian kerja sama bagi
hasil dalam pertanian yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak
awal perjanjian, sehingga muzaraah tidak sah apabila tanpa adanya
penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya
Imam Hanafi menyatakan bahwa penentuan waktu dalam al-musagah itu
bukanlah salah satu syarat, penentuan lamanya akad itu berlansung di-

sesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam akad al-

42Hasna, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni
2017
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muzaraah itu dalam penentuan waktu, ada dua pendapat. Menurut Hanafi
pertama disyaratkannya tenggang waktu dan kedua tidak disyaratkan.*®

Perjanjian dari tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan
Bontomarannu Kabupaten Gowa ini tidak dibatasi. Apabila si penggarap
masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebuta akan terus
berlansung, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada orang lain atau bisa juga
dari pemilik lahan yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena
hasil yang diperoleh selalu tidak bagus, karena jangka waktu perjanjian
tidak ditentukan maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja.
Artinya para pihak, baik si pemilik lahan maupun petani penggarap dapat
mengakhirinya kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum
atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.**

Berdasarkan pendapat di atas, di Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam akadnya tidak me-
nyatakan secara jelas jangka waktu kerja sama tersebut. Maka tradisi
tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama dan bisa

dikatakan sah menurut Imam Hanafi.

3. Penerapan bagi hasil pada tradisi tesang bagi petani padi di
Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
Bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari pembagian keuntung-
an dalam ekonomi islam. Sudah sepantasnya bagi hasil ini harus meng-

ikuti aturan yang berlaku dalam islam.

43http://warungekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/musagah-muzaroah-
mukhabarah.html?m=1
44ardy, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
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Adapun menurut jumhur ulama’ syarat yang menyangkut dengan hasil
ialah pembagian hasil panen harus jelas, serta hasil panen tersebut
benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti
disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat
petani padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa terdapat dua pendapat yakni :

1. Yang pertama, hasil tetap dibagi 2 yakni 50% untuk pemilik lahan
dan 50% untuk petani penggarap meskipun yang menyediakan bibit
dan ongkos penggarapan itu petani penggarap sesuai dengan per-
janjian awal kesepakatan.

2. Yang kedua, sebelum hasil panen dibagi 50% untuk pemilik lahan
dan 50% untuk petani penggarap, terlebih dahulu petani penggarap
mengeluarkan beberapa karung gabah sebagai pengganti dari per-
ongkosan benih dan biaya biaya penggarapan sebelum dibagi 2
antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan ke-
sepakatan awal.*

Dalam pembagian hasil panen diatas dilakukan berdasarkan persentase
tertentu, bukannya ditentukan dalam jumlah yang pasti.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa
syarat tradisi tesang dimana hasil merupakan milik bersama orang yang

berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan se-

45 Samsiah, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni
2017
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penuhnya oleh masyarakat pelaku tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
Meskipun demikian tatacara pembagian hasil panen tersebut menurut
mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana sudah seharusnya
apabila benih yang ditanamkan berasal dari petani penggarap sebelum
hasil panen dibagi terlebih dahulu melakukan pengurangan pada benih
dan biaya-biaya selama dalam penggarapan, Kemudian setelah itu
sisanya baru dibagi antara keduanya masing masing 50% dari
keuntungan. Sedangkan dalam syara’ dijelaskan bahwa suatu perbuatan
yang dilakukan berlandaskan adat harus disesuainkan dengan ketentuan
yang berlaku dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah
figih bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
Berdasarkan uraian di atas secara umum, meskipun pelaksanaan
akad tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang
ada dalam figih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan tradisi
adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan
setempat, sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus
berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum sifatnya tidak
tertulis, oleh karena itu tradisi tesang dalam realitas telah dapat

dikombinasikan antara budaya dan nilai religi (Agama).
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Terdapat sebuah filosofi Islam dalam kaidah figiah yaitu :

Artinya:

“adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum™?®

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di-
dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh
ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan
perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru
yang berupa ijtihad termasuk didalamnya adat kebiasaan yang mem-
punyai peranan penting dalam masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

a) Tidak bertentangan dengan syariat
b) Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan ke-
maslahatan.
c) Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
d) Tidak berlaku pada ibadah mahdhah
e) Sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
f) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah
Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikata-

kan ‘urf yang dapat dijadikan sumber ijtihad.*’

46http://shohifu.blogspot.co.id/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-
hukum.html

47http//shohifu.blogspot.co.id/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-
hukum.html?m=1
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Tatacara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang
akan ditanam merupakan bentuk kaebiasaan tersendiri, oleh karena itu
pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai ‘urf yang dapat dijadikan
sebagai sumber hukum.

Dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian tradisi tesang padi
di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

1) Semua pelaksanaan pembagian persentase hasil panen jelas di-
lakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan
atau paksaan dan relevan dengan akal sehat. Dalam melakukan
tradisi tesang adalah mereka yang sudah berkeluarga dan
perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada
kemamfaatan dunia dan akhirat.

2) Perbuatan tradisi tesang atau kerjasama lahan pertanian me-
ngandung kemaslahatan. Dengan tradisi tesang ini dapat me-
numbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga
saling memperkuat tali persaudaraan, baik untuk si pemilik lahan
maupun untuk si petani penggarap. Meskipun kadangkala ke-
untungan tipis didapatkan oleh si penggarap akibat hasil panen

yang kurang baik dan biaya penggarapan yang yang dikeluarkan“®.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar
hukum yang digunakan dalam perjanjian tradisi tesang padi di Kelurahan

Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa adalah ‘urf “Urf

48Anty, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
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adalah apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun

dalam perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.

C. Penerapan tradisi tesang dari Perspektif Ekonomi Islam yang
terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu

Kabupten Gowa

Penerapan tradisi tesang dilihat dari perspektif ekonomi islam yang
terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten
Gowa, dimana ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata ke-
hidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu Al-
Quran dan As-Sunnah, [jma’ dan Qiyas. Sehingga dalam pengambilan
hukum dalam ekonomi islam harus berbasis minimal kepada keempat
tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan Asas-asas
yang terdapat dalam ekonomi islam.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktivitas manusia di muka bumi
ini harus berlandaskan pada prinsip dan asas yang terdapat dalam
ekonomi islam, seperti prinsip dan asas ekonomi islam yang dikemukakan
oleh M.A Choundury dalam buku M Nur Rianto Dasar- dasar ekonomi
islam

a) Prinsip tauhid dan persaudaraan

b) Prinsip kerja dan produktifitas

c) Prinsip distribusi kekayaan yang adil
Asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu:

a) Asas suka sama suka/sukarela (antaradhin)



50

b) Asas keadilan (‘adalah)

c) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
(tabadulul manafi’)

d) Asas saling tolong menolong dan saling membantu serta dilarang

untuk adanya pemerasan dan eksploitasi (Ta’awwun).*®

Mengenai penerapan tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sudah mencakup prinsip di
atas hal ini bisa dilihat dari:

a) Prinsip tauhid dan persaudaraan

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara
manusia dengan tuhannya. Jadi segala aktifitas yang dilakukan oleh
muslim akan selalu tetap terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah swt
selalu melihat apa yang dilakukannya atau sementara konsep persaudara-
an atau yang bisa disebut dengan Ukhuwah Islamiyah memberikan makna
persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam
aktivitas ekonomi. Tauhid merupakan dasar pijakan ekonomi syariah.
Karena setiap muslim, dalam menjalankan kegiatan apapun, pijakan dan

dasarnya adalah wujud dari penghambaan kepada Sang Khalik.

Allah swt berfirman :

49M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, h. 10.
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sl Y) G5 Gadl Gl g

:Terjemahnya

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. Ad-Dzariyat/ 51 : 56)

Atas dasar prinsip itulah, seorang muslim dalam menjalankan aktivitas
ekonominya pun mengacu pada aspek Tauhid ini, yaitu sebagai salah
satu bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT.*°

Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan ukhuwah (persaudaraan)
antara sesama manusia, khususnya sesama muslim. Karena pada dasar-
nya setiap mu'min adalah saudara bagi mu'min lainnya, Allah swt ber-

firman :

s 1 B0 85 25 i 1B £ 03D

Terjemahnya :
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada
Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurat/ 49 : 10)
Implikasi dari prinsip ini dalam perekonomian Islam terutama ter-
cermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengentasan
kemiskinan. Seperti konsep jaminan sosial yang merupakan fardhu
kifayah yaitu menjadi tanggung jawab sekelompok masyarat atau negara.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang

siapa yang melapangkan kesulitan dunia seorang mu'min, maka Allah

50http://forumekonomisyariah45.blogspot.co.id/2013/01/prinsip-dasar-ekonomi-
syariah_6049.html
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akan melapangkan baginya kesulitan hari akhirat. Barang siapa yang
menutupi aib seorang mu'min maka Allah akan menutupi aibnya pada hari
kiamat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba
tersebut menolong saudaranya. (HR. Muslim).*

Penerapan tradisi tesang yang terjadi di Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa menurut penulis sudah sesuai
dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dapat dilihat dari cara
mereka berinteraksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam akad.
Selain itu, dengan adanya tradisi tesang maka persaudaraan antara pe-
milik lahan dan juga penggarap akan terjalin harmonis, yang dahulu tidak
kenal dan tidak akrab satu sama lain, dengan adanya tradisi tesang ini
terjalinlah persaudaraan diantara mereka.

b) Prinsip kerja dan produktifitas

Dalam ekonomi silam individu dituntut untuk bekerja semaksimal

mungkin yang terbaik bagi kemaslahatan ummat. Sebagaimana firman

Allah swt:

2

Gl e g D (55T a5l 5 sl )5 sSTee ) (o pld | sletl B
L;J S/ ok ;{335 L:Q:I 5sz.'1if .éjl-é—::u‘j

Terjemahnya :

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan

51Muslim, Hadist nomor 2699
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yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa
yang telah kamu kerjakan.”?

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai
perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut
Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan
bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk men-
capai hasil yang optimal. *

Penerapan tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan
Bontomarannu Kabupten Gowa secara tidak lansung mengandung prinsip
bekerja dan produktifitas, karena dalam pelaksanaan perjanjian ini peng-
garap maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntung-
kan kedua belah pihak.

c) Prinsip distribusi kekayaan yang adil

Prinsip ekonomi islam yang ketiga ini adalah pengakuan atas hak
masyarakat dan redistribusi kekayaan. Proses redistrubusi kekayaan yang
adil ini bertujuan untuk memeratakan kekayaan antara pihak yang kaya
dan juga pihak yang miskin, sebagaimana firman Allah swt dalam surat

An-Nahl ayat 90 :
SRS BT e 45 O 63 U5 oty Jaally Kl d )

G5 RE eﬁﬂ eﬁa’u gi-j‘b

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ke-
bijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari

52Al-Qur’an, At-Taubah ayat 105
53https://id.wikipedia.org/wiki/Produktivitas
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.®

Tradisi tesang yang dilakukan di Kelurahan Bontomanai Kecamatan
Bontomarannu Kabupten Gowa sendiri merupakan salah satu bentuk dari
distribusi kekayaan tersebut, karena rata-rata orang yang mempunyai
lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan
orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di
Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa
berasal dari golongan menengah kebawah yang kebanyakan meng-
gantungkan hidupnya pada pertanian dan salah satunya dengan per-
janjian bagi hasil ini.

Tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa juga sudah mencakup Asas-asas diatas hal ini bisa di-
lihat dari:

a) Asas suka sama suka/sukarela (antaradhin)

Sukarela adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang
sifatnya semu atau seketika. Kerelaan itu harus dapat diekspresikan dalam
berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggung-
jawabkan. Islam adalah syariat yang menghormati hak kepemilikan umat-
nya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau
menggunakan harta saudaranya kecuali atas kerelaan sudaranya, baik
melalui perniagaan atau lainnya.

Allah Ta’ala berfirman :

54 Al-Quran, An-Nahl ayat 90
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Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan per-

niagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An

Nisa’ 29).%

Dalam pelaksanaan tradisi tesang ini pemilik lahan dengan suka-
rela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan per-
janjian bagi hasil pada waktu panen tiba. Dan penggarappun dengan
sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan.*
Artinya diantara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap)
tidak keterpaksaan untuk melakukan akad ini.

b) Asas keadilan (‘adalah).

Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-
tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu
sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian
orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik
hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial
(hukum adat) yang berlaku.®’

Dalam menjalani kehidupan di muka bumi, islam menganjurkan kita

agar selalu berprilaku adil kepada semua makhluk sebagaimana firman

Allah swt :

55Al-Qur'an, An-Nisa ayat 29
56Rabai, pemilik lahan, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
57https://id.wikipedia.org/wiki/Adil
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Terjemahnya :

Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil. [al-Hujurat/49:9]®

Dalam tradisi tesang segala bentuk pekerjaan dan pembagian hasil
dan peraturan peraturan lainnya dibuat diatas kesepakatan yang disetujui
kedua belah pihak, dimana pembagian hasil panen di bagi rata 50% untuk
pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap®®
Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa tradisi tesang sudah
menjalankan nilai keadilan, dimana semuanya dibangun atas dasar
kesepakatan dan pembagian hasilnya dibagi secara merata.

c) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan

(tabadulul manaff’).

Rosulullah saw bersabda:
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Artinya :

58Al-Qur’an, Al-Hujurat ayat 9
59 Rabai, pemilik lahan, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
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Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu

anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah

bersabda : “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugi-

kan”,

(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadlits

ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai

Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadits ini

mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)®

Seperti telah dijelaskan pada hadist di atas, setiap akad yang
dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya harus bersifat
menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan
satu pihak dengan merugikan pihak lain. Tidak merugikan dan meng-
eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha yang mana itu
semua terjadi kerena adanya bujuk rayu syaitan

Dalam tradisi tesang bagi hasil yang terjadi sesuai dengan per-
janjian awal dan saling menguntungkan antara keduanya, jika rugi, sama-
sama rugi dan jika untung, sama-sama untung.®'

d) Asas saling tolong menolong dan saling membantu serta dilarang

untuk adanya pemerasan dan eksploitasi (Ta’awwun).

Allah swt berfirman :
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60lbnu Majah, Hadist nomor 2341
61Usman, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
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Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‘ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan ke-
ridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali ke-
bencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-
ngerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu ke-
pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.%
Dalam melakukan aktivitas ekonomipun dianjurkan untuk memegang asas
tolong menolong ini. Dengan menanamkan terus asas tersebut dalam
aktivitas ekonomi, maka kita telah membangun kemitraan dan solidaritas
kita terhadap sesama
Antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam melakukan
tradisi tesang juga dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong.
Karena didasari dari pemilik lahan sudah membantu para penggarap yang
sebagian dari mereka tak mempunyai pekerjaan dan penghasilan hingga
dengan adanya penggarapan lahan ini mereka mendapatkan penghasilan

dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Dan penggarap juga telah

menolong pemilik lahan untuk mengelola lahannya yang rata-rata pemilik

62Al-Qur'an, Al-Ma’idah ayat 2
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lahan ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu yang luang untuk me-
ngelolah lahannya sendiri.

Penulis bisa menyimpulkan bahwa tradisi tesang ini ditinjau dari
perspektif islam dari mulai prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas
ekonomi islam yang ada. Maka tradisi tesang ini adalah akad yang baik
untuk diterapkan dalam dunia moderen saat ini tetapi yang harus menjadi
perhatian adalah tradisi tesang dengan segala konsekuensinya yang di-
jelaskan dalam kitab-kitab figih dan juga buku buku yang ada adalah

penerapan pada zaman dahulu.

D. Wawasan masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tentang ekonomi

Islam khususnya di bidang kerjasama lahan pertanian

Pada saat penulis melakukan wawancara kepada para masyarakat
petani padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa dan mempertanyakan tentang ekonomi Islam khusus-
nya dibidang kerjasama lahan pertanian penulis dapat menyimpulkan
pengetahuan mereka akan ekonomi islam khususnya dibidang kerjasama
pertanian sangatlah minim. Dimana ketika penulis bertanya dan berbicara
tentang kerjasama lahan dalam ekonomi islam seperti muzara’ah,
mukhabarah, dan musagah kebanyakan dari mereka tak mengetahui
sistem kerjasama ini, bahkan ada yang pertama kali mendengarnya. Hal

ini diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan sosialisasi , sehingga
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informasi ilmu tentang ekonomi islam pada sektor pertanian belum sampai
kepada mereka dengan jelas, sehingga sebagian dari mereka baru men-
dengar untuk pertama kalinya tentang sistem kerjasama lahan pertanian
dalam islam sepeti muzara’ah, mukhabarah, dan musaqah. Oleh karena
itu, menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawal keilmuan kita untuk
melakukan pencerahan dan pemahaman kepada mereka tentunya
dengan langkah-langkah yang trategis seperti pembelajaran ekonomi
islam di bangku pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat

tentang ekonomi islam.

BAB V

PENUTUP
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A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah

diperoleh seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat

ditarik kesimpulan bahwa.

1.

Penerapan tradisi tesang jika ditinjau dari perspektif Islam sudah
sesuai dengan hukum Islam di mana terpenuhinya Prinsip dan
Asas-asas ekonomi Islam, namun belum sesuai dengan syarat-
syarat ekonomi Islam dimana akad harus dilakukan secara tertulis.
Bagi hasil keuntungan dalam tradisi tesang dilakukan dengan
selisih 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap,
sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanji-
an.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi tesang bagi pemilik
lahan yaitu adanya pekerjaan lain, usia yang sudah tua, janda,
menolong sesama. Sedangkan bagi petani yaitu mencari peng-
hasilan tambahan dan tidak mempunyai lahan untuk digarap.
Pengetahuan masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai
akan ekonomi Islam khususnya di bidang kerjasama lahan
pertanian sangatlah minim, terlihat dari kebingungan dan
ketidaktahuan mereka ketika penulis bertanya tentang ekonomi

islam

B. Rekomendasi
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Berdasarkan point-point kesimpulan di atas, peneliti me-
rekomendasikan beberapa hal untuk dapat dijadikan sebagai per-
timbangan pemikiran, diantaranya :

1. Melestarikan tradisi tesang yang telah dilakukan turun temurun oleh
masyarakat Bontomanai sehingga tercipta kedekatan dan
harmonisasi masyarakat dalam bekerjasama, tolong menolong dan
saling membantu antara pemilik lahan dan petani penggarap.

2. Menuliskan dalam pencatatan saat melakukan tradisi tesang
sebagai penguatan bukti kesepakatan dalam perjanjian yang di-
lakukan kedua belah pihak sehingga tercipta kejelasan dalam per-

setujuan.

C. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan
saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menentukan jumlah pembagian hasil dari kerja-
sama tradisi tesang ini berusaha menghindari gharar (ketidak-
jelasan) yang dapat menyebabkan akad tidak sah

2. Untuk menghindari perselisihan dari pemilik lahan dan petani peng-
garap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu
berlalunya akad diperjanjikan diawal dan dan perjanjian tersebut di-

buat dalam pencatatan hitam diatas putih (pembukuan)
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3. Hendaklah diadakan pendidikan dan sosialisasi tentang ekonomi
islam ini agar masyarakat Kelurahan Bontomanai dapat memahami
ekonomi islam khususnya di bidang pertanian dan meng-

aplikasikannya dalam kehidupan mereka.
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